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ABSTRAK 

Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling 

dasar. Dalam tatanan hukum pertanahan Nasional, telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA). Salah satu prinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip 

nasionalitas.Berdasarkan Undang-Undang tersebut, diharapkan sengketa dan 

konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan 

suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang 

mensejahterakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 

peraturan mentri agraria dan tata ruang nomor 3 tahun 2011 dalam penyelesaian 

sengketa tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu, dan mengetahui 

faktor yang menghambat pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah di kantor 

pertanahan kabupaten rokan hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah 

deskriptis analisitis dengan spesifikasi penelitian yuridis empiris. Data sekunder 

sebagai bahan hukum primer, teknik pengumpulan data yang dipergunakan berupa 

studi kepustakaan dan untuk melengkapi data dipergunakan data lapangan, 

analisis data yang dipakai berupa mengaitkan teori hukum dengan peraturan 

perundangan yang satu dengan yang lainnya.   Adapun hasil penelitian ini ialah 

kantor ATR/BPN Rokan Hulu mengimplementasikan metode penyelesaian 

sengketa tanah dengan Jalur Di luar Pengadilan atau Non-Litigasi biasa juga 

disebut Alternative Dispute Resolution (ADR), tanpa melibatkan apparat hukum 

ataupun pengadilan. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian 

sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu ialah faktor 

pengumpulan data dan faktor pihak yang bersengketa itu sendiri. 

Kata Kunci : Peraturan Mentri, Sengketa Tanah, BPN 
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ABSTRACT 

The land issue is a problem that concerns the most basic rights of the 

people. In the national land law order, it is regulated in Law Number 5 of 1960 

concerning Basic Agrarian Principles (UUPA). One of the principles adhered to 

by UUPA is the principle of nationality. Based on this law, it is hoped that land 

disputes and conflicts can be suppressed as much as possible, while creating a 

conducive atmosphere and realizing legal certainty and prosperous agrarian 

justice. This research aims to determine the implementation of Minister of 

Agrarian Affairs and Spatial Planning Regulation number 3 of 2011 in resolving 

land disputes by the Rokan Hulu Regency Land Office, and to determine the 

factors that hinder the implementation of land dispute resolution at the Rokan 

Hulu Regency Land Office. The research method used is descriptive analysis with 

empirical juridical research specifications. Secondary data as primary legal 

material, the data collection technique used is a literature study and to complete 

the data field data is used, the data analysis used is in the form of linking legal 

theory with one legal regulation to another.   The results of this research are that 

the Rokan Hulu ATR/BPN office implemented a method of resolving land disputes 

using the Out-of-Court or Non-Litigation route, also known as Alternative 

Dispute Resolution (ADR), without involving legal officials or courts. The 

inhibiting factors in implementing land dispute resolution at the Rokan Hulu 

Regency Land Office are data collection factors and factors of the disputing 

parties themselves. 
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